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iKATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur atas kehadirat Allah swt. Atas segala limpahan rahmat, karunia
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tahap akhir penelitian
mandiri mahasiswa di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar pada Jurusan Ilmu Hukum dengan terselesaikannya skripsi
ini. Halawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda
Rasulullah Muhammad saw. Juga kepada keluarga, sahabat-sahabat  serta
pengikut beliau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan dalam skripsi ini
jauh dari kata sempurna , sehingga penulis berharap saran, kritik dan tanggapan
positif dari berbagai pihak untuk menyempurnakan hasil penelitian ini.
Ucapan terima kasih yang paling tulus dari hati yang paling dalam penulis
ucapkan kepada orangtua tercinta   Ayahanda  Amiruddin dan Ibunda Rosdiana,
ke dua saudara  tersayang penulis Rika Risnawati dan Rindi Antika.  Yang selalu
memberikan dukungan, semangat, kepercayaan, pengertian, dan segala doanya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Tak dapat dipungkiri, penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan
partisipasi dari berbagai pihak penelitian ini tidak dapat terselesaikan sesuai
dengan harapan penulis, untuk itu, penulis sangat mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang terkait terutama kepada :
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1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. Rektor Universitas Islam
Negeri Alauddin  Makassar, beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN
Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah
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Syamsuddin, S.H.,M.H. Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, yang telah
membantu dan memberi motivasi dalam penyelesaian studi penulis di
Fakultas Syari.ah dan Hukum
4. Bapak Dr. Marilang, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I, Ibu Dr. Hj.
Sohrah, M.Ag. selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan
waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, saran serta
memotivasi penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Ibu St. Nurjannah, S.H., M.H. selaku Penguji I, Bapak Ashabul Kahfi,
S.Ag., M.H. selaku Penguji II, yang memberikan kritik dan saran dalam
penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang
dengan segala jerih payah dan ketulusan membimbing dan memandu
perkuliahan sehingga dapat memperluas wawasan penulis.
7. Para Staf Tata Usaha Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar yang senantiasa membantu penulis dalam penyelesaian
administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
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8. Seluruh keluarga besar penulis, terima kasih untuk setiap doa, cinta dan
kasih sayang, serta motivasi yang tidak ada hentinya diberikan kepada
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Kepada Mutia Sulfianti S.H, Nurhasanah S.Ak, Alfina Sulfiana, Irna Dwi
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10. Teman-teman seperjuangan Firna Chairun Nisa, S.H., Nur Afdhillah S.H.,
Ahmad Syam, S.H., Asma Qarimah, S.H., Muh.Arfah Arif Putra, M. Aqil
Nur  Alfrian Amir S.H., Muh Asrul, Umar Faisal S.H., Farahdiba
Muthmainna Zainal, Nur Wana Abubakar S.H., Dan terkhusus M. Supardi
terima kasih untuk setiap bantuan, motivasi, masukan baik berupa materil
maupun non materil mulai dari perkuliahan maupun selama penyelesaian
skripsi ini.
11. Semua teman-teman  seperjuangan angkatan 2014 Jurusan Ilmu Hukum
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan ekonomi di era globalisasi sekarang ini, sedang digalakkan
oleh pemerintah sebagai suatu upaya agar dapat tercapai suatu masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan ideologi pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Indonesia sebagai Negara yang tengah berkembang terus berupaya untuk
memenuhi kebutuhan setiap warganya, salah satunya adalah pemenuhan
kebutuhan ekonomi dengan menyediakan lembaga pembiayaan bank maupun
lembaga pembiayaan nonbank1. Dalam rangka memelihara dan meneruskan
pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik
pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum,
memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan
pembangunan, meningkat pula  kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian
besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh
melalui kegiatan pinjam meminjam kredit.
Sekarang ini dalam bidang ekonomi, bermunculan pengusaha-pengusaha
yang membutuhkan modal besar untuk memulai dan mengembangkan usahanya.
Mengambil kredit merupakan salah satu cara memperoleh modal atau dana segar
melalui bank atau lembaga penyedia jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan
fungsi perbankan sebagai penyalur dana kepada masyarakat, bank melakukan
secara aktif kegiatan usahanya diantaranya dengan memberikan kredit kepada
nasabah. Kredit merupakan salah satu fasilitas keuangan, dimana fasilitas
keuangan tersebut memungkinkan subjek hukum untuk melakukan peminjaman
1 N. Latukau, B. Wirarno, B. Sudjito, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek
Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama. Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya. h. 1.
2uang serta mengembalikannya kembali pada waktu yang telah disepakati
bersama.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mendefinisikan kredit adalah:
“Penyediaan uang atau tagihan yang bisa di persamakan dengan itu,
berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”3
Salah satu jaminan yang paling sering digunakan untuk jaminan di
Indonesia adalah jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia yaitu suatu perjanjian
yang timbul karena adanya perjanjian kredit bank (perjanjian pokok). Pemberian
jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accesoir dari suatu
perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan harus
dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia.
4Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia.
Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara
luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap
sederhan, mudah, dan cepat, walau sesungguhnya masih belum dapat menjamin
adanya kepastian hukum. Pranata Jaminan Fidusia yang ada saat ini memang
memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang
dijaminkan, guna  menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari
2 Ainur Rosidah, Perbankan, http://rosyidahbanker.blogspot.com/2013/03/kredit.html,
diakses 10
juli 2018 pukul 15.10 WIB
3 Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
4 N. Latukau, B. Wirarno, B. Sudjito, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek
Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama. Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya. h. 4.
3pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia tersebut. Pada awalnya, benda
yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada kebendaan bergerak  yang
berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam bentuk perkembangan
selanjutnya kebendaan yang menjadi objek fidusia mulai meliputi juga kebendaan
bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.5
Perlindungan hukum bagi kreditur fidusia dalam peraturan Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia
dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Dasar hukum pembuatan perjanjian
kredit dalam Pasal 1 Ayat 12 UU No.7 Tahun 1992. Sedangkan dari segi sudut
pandang islam bahwa umat islam satu dalam menjalin kerjasama serta
menghormati harta orang lain berarti menghormati diri sendiri. Masalah ini
dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah 2:188
Terjemahnya :
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara
kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa), padahal kamu
mengetahui.”
Dalam ayat diatas Allah SWT melarang sebagian diantara kita memakan
harta sebagian yang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara’. Pada
hakikatnya harta itu adalah harta umat atau orang banyak yaitu umat yang satu
5 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia. (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2007), h. 7
4sepenanggungan yang saling menanggung satu sama lain. Juga sebagian
peringatan untuk saling menghormati dan saling menjaga harta milik orang lain.
Maka berbuat aniaya atau merampas harta milik orang lain merupakan tindakan
kriminal terhadap umat, karena ia termasuk individu dan bagian kesatuan umat.
Memakan harta secara batil mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak
benar. Serta larangan memberikan harta kepada para hakim sebagai upaya untuk
menyuap mereka karna mengambil harta orang dengan perbuatan dosa seperti
sumpah dusta atau persaksian palsu dan semua yang dapat mengantarkan kepada
keharaman.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam Undang-Undang
JaminanFidusia tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap kreditor lainnya.
Hal initentu akan membawa konsekuensi yang semakin rumit terhadap penegakan
hukumjaminan fidusia, karena dalam pakteknya objek jaminan fidusia dapat
dibebani fidusia ulang terhadap lebih dari satu kreditor, sebagaimana yang
terdapat dalamPutusan Mahkamah Agung Nomor 725/K/PDT.SUS/2011.6
Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, Hal ini menimbulkan
rasa keinginan penulis mengkaji lebih dalam di dalam skripsi berjudul
“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Fidusia”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini ingin menguraikan tentang
perlindungan hukum terhadap kreditur fidusia, maka rumusan masalah yang
kemudian muncul dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur fidusia?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pemenuhan piutang kreditur fidusia?
6 Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 725/K/PDT.SUS/2011,
http://www.mahkamahagung.go.id, diakses 10 juli2018 pukul 19.55 WIB
5C. Pengertian Judul
Penelitian ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITUR FIDUSIA” Oleh karena itu, penelitian ini akan di fokuskan pada
Perlindungan hukum terhadap kreditur fidusia.
Berdasarkan pada fokus penelitian diatas dapat dideskripsikan bahwa
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur  Fidusia, berdasarkan judul tersebut
maka dapat di deskripsikan fokus penelitian sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
2. Dasar Hukum Pembuatan Perjanjian Kredit Dalam Pasal 1 Ayat 12 UU
No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
3. Penyerahan Hak Milik Berdasarkan Atas Kepercayaan Dalam Pasal 1 Ayat
1 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu
Kajian pustaka berisi uraian mengenai hasil-hasi penelitian yang pernah
dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki ketertarikan dengan
peneliti yang akan dilakukan ataupun dari beberapa buku yang didalamnya
membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia, sebagai
berikut
Hasil penelitian ini berupa tesis yang disusun oleh Rully Akbar. S.H yang
berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia
Dalam Praktek7. Tesis ini membahas pendaftaran jaminan fidusia sebagai suatu
upaya dalam melindungi kreditur, perlindungan hukum terhadap penerima fidusia
7 Rully Akbar. S.H “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia
Dalam Praktek” Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
6(Kreditur) dalam praktek serta penerima fidusia sebagai pihak yang lemah dalam
suatu perjanjian jaminan fidusia.
E. Metodologi Penelitian
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian kepustakaan dengan istilah Library Research yang menggambarkan
secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok
permasalahan.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan
yuridis normative.
C. Sumber Data
dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang
diperoleh dari data pustaka khususnya yang membahas tentang kekerasan
dalam hukum pidana melalui studi pustaka dari buku-buku atau literatur lain
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada dasarnya data sekunder
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah
tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak
dipublikasikan. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan menggunakan
metode kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan tidak
menurut sama persis yang ada di buku melainkan menurut pokok pikiran atau
semangatnya, dan dinyatakan dalamkata-kata dan bahasa sendiri.
7D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang
diperoleh kemudian dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan,
dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai
berikut.
1). Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian
memilah-milah   dan memisahkan data yang akan dibahas.
2). Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan
mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam
membahas suatu masalah.
3). Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan factual sesuai
dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.
b. Analisis Data
Tekhnik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah
data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif,
analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang
dapat dikelolah, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola,
8menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang
berasal dari literature bacaan.
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
a. Adapun Tujuan Penelitian ini Sebagai Berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemenuhan piutang
kreditur fidusia.
b. Adapun Kegunaan Penelitian ini Sebagai Berikut:
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum dan khusus pada
bidang hukum perdata.
9BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Istilah dan Pengertian Jaminan Fidusia
Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie,1 sedangkan dalam
Bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang artinya kepercayaan
Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah eigendom
overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di
dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah :
“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda itu”.
Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan
hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar
kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di
tangan pemberi fidusia adalah:
“Suatu cara pengoperasian milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan
adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan
tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya
dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja  (sebagai jaminan utang
debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi
sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar”2
Definisi ini didasarkan pada kontruksi hukum adat, karena istilah yang
digunakan adalah pengoperan. Pengoperan diartikan sebagai suatu proses atau
cara mengalihkan hak milik kepada orang lain. Unsur-unsur yang tercantum
dalam definisi yang dikemukakan oleh Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang
adalah :
1H. Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. (Jakarta : PT. Rajagrafindo
Persada, 2005), h. 55
2A. Hamzah dan Senjun Manulang. Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia.
(Jakarta : Indhill Co, 1987) h. 40
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1. Adanya pengoperan;
2. Dari pemiliknya kepada kreditur;
3. Adanya perjanjian pokok;
4. Penyerahan berdasarkan kepercayaan;
5. Bertindak sebagai detentor atau houder.
Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia.Istilah
jaminan fidusia ini dikenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.  Jaminan fidusia adalah :
“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada
dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima
fidusia terhadap kreditur lainnya.”3
Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan dibertakukan dalam masyarakat
hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia cum creditore dan
fidusia cum amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae
yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio.
Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya fiducia cum creditare
contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor,
dikatakan.bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada
kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan
3M. Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2010), h. 55
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mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah
dibayar lunas4
Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa
Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UUJF
juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah
merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang
dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan
Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam literatur Belanda jaminan fidusia ini
dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut5
(1) Zekerheids-eigendom (Hak Milik sebagai Jaminan).
(2) Bezitloos Zekerheidsrecht (jaminan tanpa Menguasai).
(3) Verruimd Pand Begrip (Gadai yang Diperluas).
(4) Eigendom Overdracht tot Zekerheid (Penyerahan Hak Milik – secara jaminan).
(5) Bezitloos Pand (Gadai tanpa Penguasaan).
(6) Een Verkapt Pand Recht (Gadai Berselubung).
(7) Uitbaouw dari Pand (Gadai yang Diperluas).
Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut :
(1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang
jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenamya.
(2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada
jika ada wanprestasi dari pihak debitur
4 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2001), h. 113
5 Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perorangan. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1977). h. 27
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(3) Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus
dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
(4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah
hutangnya,. maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada
pemberi fidusia.
Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang
ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut6
(1) Terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk.
(2) Adanya fitel untuk suatu peralihan hak.
(3) Adanya kewenangan untuk mengiiasai benda dari orang yang menyerahkan
benda.
(4) Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara constitutum posessorium
bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk hufang
piutang.
Bila dicermati konstruksi hukum di atas merupakan ciri dari perjanjian
fidusia, yaitu bahwa memang hakekat dari perjanjian fidusia merupakan
perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan hak sebagai syarat
jelasnya perjanjian sekaligus menterjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam
perjanjian fidusia tersebut, kewenanganmenguasai benda, yang dimaksud adalah
pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perlu
digaris bawahi kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak
menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam
6 Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perorangan. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional 1977), h 15
13
perjanjian fidusia, pelimpahan kewenangan lebih merupakan bagian dari tanggung
jawab yang diberikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk
menyelesaikan pinjamannya dengan cara menjual benda jaminan, penyerahan
yang dimaksud lebih bersifat simbolis seperti penyerahan secara constituttun
posessoriuni bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk
hutang piutang.
Terhadap penyerahan secara constitutum posessorium, pertu diketahui
bahwa dikenal juga beberapa bentuk penyerahan secara tidak nyata, yaitu7
 traditio brevi manu, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang
akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak
yang akan menerima penyerahan, misalnya penyerahan dalam sewa-beli.
Pihak penyewa-beli karena perjanjian sewa-beli itu sudah menguasai
barangnya sedangkan pemilikannya tetap pada pihak penjual, apabila
harga sewa-beli, itu sudah dibayar lunas maka barulah pihak penjual
menyerahkan (secara traditio brevi manu) barangnya kepada penyewa-beli
dan kemudian menjadi miliknya.
 traditio longa manu, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang
akan diserahkan berada dalam penguasaan pihak ketiga. Misalnya, A
membeli sebuah mobil dari B dengan syarat bahwa mobilnya diserahkan
seminggu setelah perjanjian jual-beli itu dibuat. Sebelum jangka waktu
satu minggu itu lewat A menjual lagi mobil itu kepada C sedang B
diberitahu deh A agar mobil itu nanti diserahkan kepada C saja. Bentuk
jual-beli yang demikian sudah biasa dilakukan. bagi dunia usaha, maka
dibentuklah perjanjian jaminan fidusia. itu kepada C sedang B diberitahu
deh A agar mobil itu nanti diserahkan kepada C saja. Bentuk jual-beli yang
demikian sudah biasa dilakukan. bagi dunia usaha, maka dibentuklah
perjanjian jaminan fidusia.
Meskipun secara praktek fidusia bukan barang baru di Indonesia, tetapi
ketentuan perundang-undangannya baru ada pada tahun 1999 dengan nnya UUJF
pada tanggal 30 September 1999 dan pada hari itu juga diundangkan dalam
7 Mr. W.M. Klyn. Ikhtisar Hukum Benda Belanda.Suatu Karangan dalam Compedum
Hukum Belanda's--Graavenhage. (Jakarta: Yayasan Kerjasama llmu Hukum Indonesia-Belanda.
1978). h. 31.
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Lembaran negara nomor 168. UUJF tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan
reaksi atas kebutuhan dan pelaksanaan praktek fidusia yang selama ini berjalan,
maka kiranya akan lebih mudah bagi kita untuk mengerti ketentuan - ketentuan
UUJF, kalau kita memahami praktek dan permasalahan praktek yang selama ini
ada8. Reaksi yang dimaksud salah satunya adalah lesunya perekonomian saat itu,
dimana kebutuhan akan modal yang tinggi tidak dimbangi oleh penyediaan modal
yang cukup, sehingga dalam rangka efisiensi modal maka pinjaman dilakukan
hanya sebatas pada pembelian alat-alat produksi yang belum ada, sedangkan
terhadap alat-alat produksi yang sudah ada tidak lagi perlu untuk diperbaharui
tetapi tetap digunakan sekaligus dijadikan bagian dari jaminan atas pinjaman
utang untuk usaha, konsep tersebut merupakan reaksi atas inefisiensi dari
perjanjian jaminan gadai yang selama ini dikenal dalam praktek, dimana benda
jaminan harus berada dalam penguasaan perierima gadai, kondisi demikian
menghambat bagi dunia usaha, maka dibentulah perjanjian jaminan fidusia.
Pasal 1 Undang-undang fidusia memberikan batasan dan pengertian
berikut:9
"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan
tetap dalam penguasaan pemilik benda. jaminan fidusia adalah hak jaminan atas
benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak
bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai
agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya".
8 Satrio. Hukum jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia.PT. Citra Aditya Bakti.
Cetakan Pertama 2002.hal.2
9 BP.Cipta Jaya. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 2000.
hal. 84
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“Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Benda adalah segala
sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun
yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau
dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata
uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen. Kreditor adalah pihak yang
mempunyai piutang karena pelanjian atau undang-undang. Setiap Orang adalah
perseorangan atau korporasi".
Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bagi kita bahwa fidusia
dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia adalah suatu proses pengalihan
hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk
fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF ini adalah
pranata jaminan fidusia sebagaimana yang dalam fiducia cum creditore
contracta 10 yaitu jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara
fidusia sebagai bagian yang disebut pemberian jaminan dengan kepercayaan,
jaminan fidusia lebih dikedepankan dalam UUJF dari pada pengertian fidusia itu
sendiri, hal ini didasarkan bahwa sebenarnya maksud dari perjanjian fidusia yang
dibuat berdasarkan UUJF pada dasarnya adalah proses hubungan hukum dalam
dunia usaha yang bertumpu pada unsur saling membantu dan itikad baik pada
masing-masing pihak, hal ini dapat terlihat dengan konsepsi fidusia dan jaminan
dalam perjanpan ridusia itu sendiri yang sejak awal sampai dengan
perkembangannya sekarang berciri khas tidak adanya penguasaan benda jaminan
oleh penerima fidusia, padahal terhadap benda bergerak keadaan tersebut sangat
beresiko.
10 Kamelo. Tan. H, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan  yang Didambakan.
(Bandung: Alumni 2006). h 123
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Dalam perkembangan fidusia telah terjadi pergeseran mengenai
kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi kreditor penerima fidusia
berkedudukan sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, tetapi sekarang
penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Ini berarti
pada zaman Romawi penyerahan hak milik pada fidusia cum creditore terjadi
secara sempuma sehingga kedudukan penerima fidusia sebagai pemilik yang
sempurna juga. Konsekuensinya, sebagai pemilik ia bebas berbuat sekehendak
hatinya atas barang tersebut. Namun berdasarkan fides penerima fidusia
berkewajiban mengembalikan hak milik itu jika beri fidusia melunasi utangnya.
Mengenai hal ini, Dr.A Veenhoven menyatakan bahwa:11
Hak milik itu sifatnya sempuma yang terbatas tergantung syarat tertentu.
Untuk fidusia, hak miliknya tergantung pada syarat putus (ontbindende
voorwaarde). Hak milik yang sempuma baru lahir jika pemberi fidusia tidak
memenuhi kewajibannya.
Pendapat tersebut sebenamya belum. jelas terutama yang menyangkut
kejelasan kedudukan penerima fidusia selama syarat putus tersebut belum
terjadi.12
Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta
Notaris dalam. Bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia (Pasal 5
ayat (1) UU jaminan Fidusia). Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut selain
11 Sjahdeini. Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang
Bagi Para. Pihak Dalam Perjanjian di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993). h. 131
12 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2001), h. 20
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dicantumkan mengenai hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam)
pembuatan akta tersebut.
UUJF menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris.
Apalagi mengingat obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak
yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap
paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek jaminan
fidusia. Disamping itu akta otentik merupakan alat bukti yang karena dibuat oleh
pejabat negara (Notaris).
Sebelum undang-undang ini dibentuk lembaga ini disebut dengan macam-
macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "fiducia cum creditore," Asser Van
Oven menyebutnya "zekerheids-cigendom" (hak milik sebagai jaminan), Blom
menyebutnya "bezitloos zekerheidsrerecht" (hak jaminan tanpa penguasaan),
Kahrel memberi nama “Verruimd Pandbegrip" (pengertian gadai yang diperluas),
A. Veenhoven menyebutnya "eigendoms overdracht tot zekerheid" (penyerahan
hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istflah "fidusia"
saja13.  Menurut penulis pengertian fidusia adalah hak milik sebagai jaminan juga
benar karena memang yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia harus benar
merupakan milik pemberi fidusia dan bukan milik orang lain atau pihak lain
(pihak ketiga), pengertian hak jaminan tanpa penguasaan juga memiliki dasar
pemikiran karena. dalam fidusia memang benda dibebankan sebagai jaminan
tanpa adanya penguasaan. atas benda jaminan tersebut oleh penerima fidusia,
sedangkan terhadap pandangan gadai yang diperluas jika berpatokan pada
13 Mariam Darus Badrulzaman Bab-bab Tentang Crediet Verband, Gadai & Fiducia,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h, 90
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pelaksanaan gadai yang lebih dikenal saat itu maka wajar praktek fidusia dianggap
sebagai begian dari praktek gadai dalam tata cara yang lain, namun menurut
penulis hal demikian belumlah tepat, sedangkan dalam pandangan A. Veenhoven
disebutkan sebagai penyerahan hak milik sebagai jaminan didasarkan pada
kenyataan bahwa memang dalam perjanjian fidusia hak milik dibebankan sebagai
jaminan, walau banyaknya pendapat-pendapat mengenai fidusia, namun pendapat-
pendapat tersebut tidak jauh dari pengertian fidusia yang kita kenal dalam praktek.
Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan
hak milik secara kepercayaan". Dalam terminology Belandanya sering disebut
dengan istilah tengkapnya berupa Fiduciare Eigendonts Overdracht (FEO),
sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara fengkap sering disebut dengan istilah
Fiduciary Transfer of Ownership14
Digunakannya pengertian penyerahan hak milik secara kepercayaan lebih
didasarkan pada konsepsi praktek yang coba rangkum dalam UUJF sebagai hal-
hal dasar yang akan ingin di atur dalam UUJF, dari rumusan hak milik dasar yang
dimaksud adalah benda jaminan harus merupakan hak milik dari pemberi fidusia,
sedangkan penyerahan secara kepercayaan adalah penekanan praktek untuk
memberikan landas hukum yang selama ini dikenal dalam fidusia. yaitu
pembebanan jaminan atas benda tanpa. adanya penguasaan penerima fidusia
terhadap fisik benda tersebut.
Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:15
14 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 3
15 J. Satrio, Op. Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya. ( Bandung Alumni,
1999). h. 160
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a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia; Unsur kepercayaan
memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak
dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUJF arti kepercayaan selama ini
diberikan oleh praktek, yaitu
 Debitor pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan
olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditor penerima jaminan
tetapi hanya sebagai jaminan saja ;
 Debitor pemberi jaminan percava bahwa kreditor terhadap benda jaminan
hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk
melindungi kepentingan sebagai kreditor saja;
 Debitor pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan
akan kembali kepada debitor pemberi jaminan kalau hutang debitor untuk
mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.
b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, disini penerima fidusia
percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh
pemberi fidusia;
c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda
d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
e. Hak Mendahului (preferen)
f. Sifat accessoir.
Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUJF dibentuk
yurisprudensi arrest HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara melawan
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Clygnett16 Kasus tersebut dijadikan dasar hukum pada praktek fidusia disebabkan
adanya terobosan yang mendasarkan putusan HGH bahwa perjanjian yang muncul
dan mengatur hubungan hukum pihak kedua adalah Fidusia.
Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda baik
yang berwujud maupun yang tidak bemujud dan benda tidak rak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan bagaimana yang dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap
berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia
terhadap kreditor lannya. 17 Dengan adanya UUJF maka penerima fidusia
diberikan hak sebagai kreditur preferen atas piutangnya, kedudukan tersebut sama
dengan kedudukan yang diberikan terhadap pemegang kreditur Hak Tanggungan
berdasarkan tingkatan-tingkatannya.
B. Asas-Asas Hukum Jaminan
Seluruh harta benda debitur demi hukum (by operation of law) menjadi
bagian bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Apabila harta benda debitur
tidak mencukupi. Maka hasil penjualan harta benda debitur dibagikan secara
proporsional kepada para kreditur menurut besar kecilnya piutang masing-masing.
Demikianlah Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
memberikan pengaturan  tentang hak-hak kreditur atas harta benda debitur. Pada
Kreditur tersebut dinamakan Kreditur Konkuren, dan tidak cukup memperoleh
jaminan bagi pelunasan piutangnya, karena di antara mereka tidak ada yang
16 J. Satrio, Op, Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya. h. 111
17 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2001), h.168.
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mempunyai hak mendahului. Dengan demikian jika utang debitur lebih besar dari
nilai harta bendanya dan hasil penjualan harta debitur itu dibagi secara
proporsional kepada para kreditur, maka setiap kreditur tidak akan memperoleh
pelunasan piutangnya. Demikian pula jika debitur mengalihkan kepemilikannya
kepada pihak ketiga, maka hak kreditur bedasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dapat dipertahankan. Mengajukan gugatan
acti pauliana berdasarkan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
untuk menyatakan batal transaksi jual-beli harta debitur, juga tidak mudah dari
segi hukum pembuktian. Karena pihak ketiga yang membeli harta benda akan
mendalilkan bahwa dia adalah pembeli yang beritikad baik yang tidak mengetahui
bahwa debitur berutang kepada kreditur. Sehingga kreditur sebagai penggugat
harus dapat membuktikan bahwa debitur dan pihak ketiga pembeli barang,
mengetahui bahwa transaksi tersebut merugikan kreditur.
Akan tetapi, bagi kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti gadai,
fiducia, hipotik, dan hak tanggungan tersebut mempunyai hak untuk mengambil
hasil penjualan benda yang dibebani gadai, fidusia, hipotik penjualan piutangnya
lebih dahulu dari kreditur konkuren yang dijamin oleh pasal 1131 dan 1132 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut droit de preference.18 Karena itu
dalam praktik para kreditur khususnya lembaga keuangan seperti  bank akan
meminta suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian antara kreditur dan
debitur, di mana kreditur mempunyai hak kebendaan atas benda milik debitur atau
pihak ketiga sebagai jaminan ulang. Pengikatan jaminan ini bersifat accesoir
artinya jaminan itu lahir, hapus dan beralih mengikuti atau tergantung pada
perjanjian pokoknya, yaitu utang-piutang atau perjanjian kredit. 19 Selain itu
18 R. Subekti, Jaminan-Jaminan dalam Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia,
(Bandung : Alumni, 1999), h.17.
19 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 65
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kreditur pemegang hak kebendaan, tetap mempunyai hak gadai, fidusia, hipotik
ataupun hak tanggungan, meskipun benda yang dibebani dengan jaminan dipindah
tangankan atau dialihkan kepada  pihak ketiga20 . Dalam ilmu hukum sifat ini
dikenal dengan istilah droit de suite.
Janji bagi  kreditur untuk memiliki barang jaminan adalah batal demi
hukum. Ketentuan-ketentuan megenai gadai, fidusia, hipotik maupun hak
tanggungan dengan tegas melarang kreditur untuk meminta suatu janji agar dapat
memiliki benda yang dibebani jaminan gadai, fidusia, hipotik maupun hak
tanggungan, jika debitur cidera janji dalam membayar utangnya.
Seperti telah disebutkan diatas ratio ketentuan tersebut adalah untuk
mencegah kreditur memiliki barang jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah
utang debitur kepada kreditur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah
dalam pasal 12 menyebutkan bahwa suatu janji yang memberikan kewenangan
kepada kreditur untuk memiliki benda yang dibebani hak tanggungan jika debitur
cidera janji adalah batal demi hukum. Demikian pula ketentuan pasal 1178 ayat 1
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa segala janji yang
memberi wewenang kepada kreditur untuk memiliki benda yang dibebani hipotik
adalah batal demi hukum. Larangan seperti ini juga diatur dalam Pasal 33
Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Dalam praktik ketika ketentuan-ketentuan hipotik masih diberlakukan bagi
jaminan atas tanah, larangan bagi kreditur untuk secara otomatis memiliki barang
jaminan telah diselundupi ataupun di hindari dengan mengunakan lembaga jual-
beli dengan hak membeli kembali yang diatur dalam Pasal 1519 sampai dengan
20 R. Subekti, Jaminan-Jaminan dalam Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia,
(Bandung : Alumni, 1999), h.18
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Pasal 1532 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual-beli dengan hak membeli
kembali adalah sah sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang
diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, jika
perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali digunakan untuk menghindari
ataupun menyelundupi suatu prinsip dalam hukum jaminan, tentu saja patut
dipertanyakan legalitasnya.
Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang
menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari
menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Terhadap jaminan ini akan timbul
masalah manakala seorang debitur memiliki lebih dari seorang kreditur di mana
masing-masing kreditur menginginkan haknya didahulukan. Hukum
mengantisipasi keadaan demikian dengan membuat jaminan yang secara khusus
diperjanjikan dengan hak-hak istimewa seperti hak tanggungan, hipotik, fiducia,
gadai, maupun cessie piutang.21
Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk
mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Gadai diatur oleh
ketentuan-ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1160
KUHPerdata. Pasal 1150 KUHPerdata menyebutkan bahwa gadai adalah suatu
hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang
diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan
yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan
dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya,
dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah
21 Agus Riyanto, Aspek Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kapal ,( Jurnal Selat,
2015),  h. 274.
24
dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya
tersebut harus didahulukan.
Dalam gadai, objek jaminan utang harus di bawah kekuasaan pihak
pemberi pinjaman. Hal ini perlu dipatuhi karena bila objek jaminan utang yang
diikat dengan gadai tersebut tetap berada pada pihak peminjam, pengikatan
melalui gadai tersebut batal demi hukum. Bila hal seperti demikian terjadi dalam
pemberian kredit, maka pemberian kredit yang bersangkutan adalah tanpa jaminan
kredit dan mempunyai akibat terhadap penilaian tingkat kesehatan bank sebagai
pemberi kredit.22
Hipotik adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk
mengikat objek jaminan utang yang berupa barang tidak bergerak. Hipotik diatur
dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata. Akan tetapi, dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,
objek jaminan utang berupa tanah sudah tidak dapat diikat dengan hipotik.
Hipotik pada saat ini hanya digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang
ditunjuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain, antara lain misalnya
kapal dan pesawat udara.23
Penanggungan utang diatur oleh Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850
KUH Perdata. Penanggungan utang merupakan jaminan utang yang bersifat
perorangan. Akan tetapi, dalam hal ini diartikan pula dapat diberikan oleh suatu
badan di samping oleh perorangan sebagaimana yang terdapat dalam praktik
sehari-hari dan lazim disebut dengan sebutan borgtocht.24
22 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2008), h. 3.
23 Agus Riyanto, Aspek Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kapal, ( Jurnal Selat,
2015),  h. 275.
24 Ibid, h. 275.
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Dalam contoh kasus jaminan fidusia, Jika eksekusi tidak melalui badan
penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat
dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti
kerugian. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan
masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan
pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang
maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana
penjara paling lama sembilan bulan.”
Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi
kejahatan ini.
Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan
pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam
barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga
diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau
mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia.
Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa
dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh
jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi
perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor. Bahkan apabila
debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada
pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan
fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.
Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di
laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana menandaskan:
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“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah”.
Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling
melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik
kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri
setempat untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk
kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang
panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit.
Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisir bahkan
mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran. Lembaga pembiayaan yang
tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya
hak eksekutorial yang legal. Poblem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan
customer service yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada.
Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat
perkembangan zaman.
Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk25
a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan
pelunasan dari agunan apabila debitur ciderajanji, yaitu untuk membayar
kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam
b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untukmembiayai
usahanya, sehingga kemungkinan untukmeninggalkan usaha atau
proyeknya dengan merugikan dirisendiri atau perusahaannya dapat
25 C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang
Indonesia, (PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2002), h.320
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dicegah atau sekurangkurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian
dapat diperkecil; dan
c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya,
khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengansyarat-syarat
yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin
tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
C. Ruang Lingkup dan Obyek Perjanjian Jaminan Fidusia
UU Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia
adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid atau
security right in rem) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada
penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusa ini menurut
ketentuan Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia tidak hapus dengan pailitnya
pemberi jaminan fidusia tersebut. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UU
Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan
atau eksesor (accesoir) dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu maka sebagai
akibat dari sifat aksesor ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum
bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.
Adapun utang yang pemenuhannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia
menurut Fred B.G Tumbuan tidak terbatas pada pengertian utang sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal I butir 2 jo. Pasal 7 UU Jaminan Fidusia.
Menurut Fred B.G Tumbuan utang ini juga mencakup setiap perikatan
(verbintenis) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata.
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Menurut UU No. 42 Tahun 1999 pengaturan jaminan Fidusia juga
mengenai obyek yang dapat dibebani dengan jaminan Fidusia, dalam arti bahwa
di luar jaminan-jaminan yang ditentukan dalam UU Jaminan Fidusia tersebut
dapat dibebankan dengan fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 42
Tahun 1999 dapat diketahui bahwa obyek jaminan fidusia adalah :
1. Benda Bergerak:
a. Berwujud
b. Tidak berwujud
2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
Ketentuan Pasal 3 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU
No. 42 tabun 1999 menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku
terhadap:
1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-
benda tersebut wajib didaftar;
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20
(dua puluh) M atau lebih;
3. Hipotek atas pesawat terbang; dan
4. Gadai
Lebih lanjut UU Fidusia mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki
pada saat dibuatnya jaminan fidusia, maka benda yang diperoleh di kemudian hari
dapat juga dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana tampak pada ketentuan
Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Hal ini berarti bahwa benda tersebut demi
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hukum akan dibebani jaminan fidusia nada saat benda tersebut menjadi milik
pemberi fidusia.
Mengenai bentuk pejanjian fidusia maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU
Jminan Fidusia menegaskan bahwa untuk perjanjian fidusia harus tertulis dan
harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
Latar belakang UU menentukan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat
dengan akta notaris adalah dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otetitik yang memiliki Kekuatan
pembuktian sempuma tentang apa yang dimuat didalamnya antara para pihak
beserta para ahli warisnya atau para penggantinya. Kenyataan dalam praktek
mendukung ketentuan ini mengingat bahwa pada umumnya obyek jaminan fidusia
adalah barang bergerak yang tidak terdaftar sehingga akta otentiklah yang paling
dapat memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan obyek jaminan
fidusia tersebut.
Jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam Buku
fidusia. Adapun bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan
fidusia adalah Sertifikat jaminan Fidusia vang diterbitkan pada tangga yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU jaminan Fidusia. Jaminan fidusia lahir
dengan adanya perbuatan konstitutif (Pasal 13 UUJF).
Mengingat bahwa pemberi fidusia tetap menguasai secara benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia dan dialah yang memakai serta merupakan pihak
yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut,
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maka pemberi fidusialah yang bertanggungjawab atas semua akibat dan harus
memikul semua risiko yang timbul berkaitan dengan pemakaian dan. keadaan
benda jaminan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU jaminan Fidusia.
Lebih lanjut, sebagaimana halnya lain maka jaminan fidusia menganut prinsip
kebendaan "droit de suite" sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 20 UU
jaminan Fidusia. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal benda yang
menjadi obyek fidusia merupakan benda persediaan dan hak kepemilikannya
dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku pada usaha perdagangan
dan dengan. memperhatikan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia.
Jaminan fidusia seperti hainya hak agunan atas kebendaan lainya, seperti
gadai, hak tanggungan dan hipotek, menganut prinsip "droit de preference” yang
berlaku sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan
Pasal 28 UU jaminan. Fidusia melahirkan suatu adagium yang berbunyi “first
registered, first secured". Hal ini berarti bahwa penerima mengambil pelunasan
piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
mendahului kreditur-kreditur lain. Dengan demikian maka sekalipun. pemberi
fidusia pailit, hak untuk dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang
menjadi jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia
yang juga berarti memberikan penerima fidusia posisi yang tergolong dalam
kreditur separatis.
Dengan memperhatikan sifat dari jaminan fidusia sebagai perjanjian
aksesoir dari suatu perjanjian pokok, maka demi hukum jaminan fidusia hapus
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apabila utang yang bersumber pada perjanjian pokok tersebut dan yang dijamin
dengan fidusia hapus.
Berkaitan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU jaminan Fidusia itu
maka hal itu diatur guna memberikan kepastian kepada Kantor Pendaftaran
Fidusia untuk melakukan pencoretan terhadap pencatatan jaminan fidusia dari
Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa
Sertifikat jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan,
akan sangat menguntungkan. Karena dengan terdaftarnya ikatan jaminan dan
janji-janji fidusia secara langsung mengikat pihak ketiga26.
Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya antara kreditur dan debitur
disepakati janji-janji tertentu, untuk memberikan. suatu posisi yang kuat bagi
kreditu dan nantinya sesudah didaftarkan. Dimaksudkan mengikat. Pihak ketiga.
Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bihwa pendaftaran meliputi, baik
pendaftaran. benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat
dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku
daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) berlaku dan mengikat pihak ketiga.
D. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit
Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi, yaitu “credere” yang
mempunyai arti kepercayaan. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani,
26 J Satrio, Hukum jaminan Hak jaminan Kebendaan Fidusia, (PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung 2002), h. 247.
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yaitu Credere yang berarti kepercayaan. 27 Dengan demikian, dasar pemberian
kredit adalah kepercayaan dan keyakinan bahwa debitur akan melunasi hutangnya
sesuai dengan yang diperjanjikan atau tepat waktu.28
Istilah kredit sebenarnya memiliki bermacam-macam makna. Pengertian
istilah ini secara akuntansi mungkin tidak seratus persen sama dengan yang
dipahami orang awam. Istilah kredit yang dimaksud adalah pemberian fasilitas
pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa
fasilitas pinjaman tunai (cash loan) maupun pinjaman nontunai (non-cash loan).
Pinjaman kas adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya
yang tidak memerlukan syarat-syarat khusus dalam penarikannya.29
Menurut pendapat M. Jakile, pengertian kredit adalah:
“Suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang
bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali
hutangnya pada tanggal tertentu.”
Sedangkan menurut pendapat O.P. Simorangkir, kredit diartikan sebagai:30
“Pemberian prestasi baik dalam bentuk uang atau barang dengan kontra prestasi
pada waktu yang akan datang.”
Menurut UU RI No. 10 tahun 1998 dikatakan bahwa “Kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu
27 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bina Cipta, Bandung, 1987). h. 69.
28 Widjanarto, Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan, (Info Bank, Jakarta, 1998), h.
4.
29 Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Edisi 2,
Salemba Empat, Jakarta, 2009), h. 113.
30 O.P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, (Aksara Persada, Jakarta 1988), h. 91
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berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam
hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka
waktu yang ditentukan dengan sejumlah bunga yang disepakati.”
Mengetahui pengertian dari suatu perjanjian kredit, Mariam Badrulzaman
membedakan pengertian tersebut kedalam 2 (dua) hal, yaitu:
 Perjanjian kredit sebagai perjanjian pendahuluan
Artinya bahwa, perjanjian kredit adalah “perjanjian pendahuluan” dari
penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antar
pemberi dan penerima perjanjian mengenai hubungan hukum antara keduanya.
Perjanjian tersebut bersifat konsensual obligator (perjanjian yang timbul atau
terbentuk, bersifat mengikat).
Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (pactum de
contrafendo). Maksudnya adalah perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-
piutang (pinjam-meminjam). Sedangkan perjanjian hutang-piutang merupakan
pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit.31
 Perjanjian kredit sebagai perjanjian standar
Artinya bahwa, perjanjian yang bentuk dan isinya telah disiapkan terlebih
dahulu oleh kreditur, lantas kemudian disodorkan kepada debitur.
31 Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Cetakkan Pertama, Andi, Yogyakarta,
2000), h. 30.
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Manfaat atau arti penting dari pembuatan perjanjian kredit itu sendiri, antara lain
adalah sebagai berikut:
1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian
kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian
lain yang mengikat. Misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfunsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak
dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai monitoring kredit.
 Pertimbangan Dalam Pemberian Kredit
Pertimbangan dalam pembayaran kredit oleh bank harus dilakukan, untuk
dapat terjadinya suatu kredit pada bank, maka sebelum hal itu terjadi harus ada
suatu permohonan untuk adanya hal tersebut oleh calon nasabah.
Bank sebelum menyalurkan kredit kepada nasabah, terlebih dahulu
mengadakan suatu penyelidikan terhadap calon nasabahnya. Penyelidikan
terhadap calon nasabah ini dimaksudkan agar Bank dalam penyaluran kreditnya
benar-benar tepat sasaran.32
 Unsur – Unsur Perjanjian Kredit
Unsur-unsur perjanjian kredit itu adalah sebagai berikut:
32 Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit Bank,
(Center for Society Studies, Jember, 2006), h. 129
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1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur,
yang disebut dan dituangkan dengan perjanjian kredit.
2. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan
pinjaman, seperti bank. Dan pihak debitur yang merupakan pihak yang
membutuhkan uang pinjaman atau barang atau jasa.
3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur akan dan
mampu membayar kreditnya.
4. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur kepada
pihak kreditur.
5. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada
debitur.
6. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitur
kepada pihak kreditur, disertai dengan pemberian imbalan atau bunga atau
pembagian keuntungan.
7. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dan
pengembalian kredit oleh debitur.
8. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu
tadi, semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko
tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.33
 Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit
33 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Citra Aditya Bakti, Bandung,
1995), h. 7.
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Kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi
buruk di dalam suatu perjanjian. Salah satu pihak dapat dianggap melakukan
wanprestasi jika:
1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilaksanakan atau,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
Berdasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi:
“Si berhutang adalah lalai apabila dengan surat perintah atau dengan
sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri
ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan
lewatnya waktu yang ditentukan.”
Maka, tata cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya
dilaksanakan dengan member peringatan tertulis yang isinya mengatakan bahwa
debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan.
Pihak debitur dalam hal telah melakukan wanprestasi maka kreditur dapat
menuntutnya untuk melakukan:
1. Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun terlambat
2. Meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang diderita olehnya
karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan
3. Menuntut pelaksanaan perjanjian, atau
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4. Suatu perjanjian yang melibatkan kewajiban timbal balik atau kelalaian dari
satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada
hakim agar perjanjian dibatalkan.34
 Penggolongan Jaminan Kredit
Jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit.
Menurut Subekti, jaminan yang ideal adalah:
1. Jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit tersebut oleh
pihak yang memerlukan kredit.
2. Jaminan yang tidak melemahkan ketentuan potensi (kekuatan) si pemberi
kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
3. Jaminan yang memberikan kepastian kepada si pemberi, dalam arti bahwa
barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu apabila perlu,
dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.
Pada umumnya, jaminan dapat digolongkan menjadi:
1. Jaminan yang lahiar karena ditentukan oleh Undang-Undang dan jaminan
yang lahir karena perjanjian.
2. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus
3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan bersifat perorangan
4. Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak
5. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya
34 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Internasional, (Citra Aditya Bakti, Bandung,
1990), h. 204
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BAB III
A. Tentang Kreditor Yang Berhak Atas Pemenuhan Perikatan
Jika dalam ketentuan Pasal 1382 dan Pasal 1383 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata berbicara soal pemenuhan perikatan oleh debitor, ketentuan Pasal
1385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:
“pembayaran harus dilakukan kepada kreditor atau kepada seorang yang
dikuasakan olehnya, atau      juga kepada seorang yang dikuasakan oleh
Hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi
kreditor.Pembayaran yang dilakukan kepada seseorang yang tidak
berkuasa menerima bagi kreditor, adalah sah, sekedar kreditor telah
menyetujuinya atau kreditor nyata-nyata telah mendapat mamfaat
karenanya.”
Dari rumusan ketentuan Pasal 1385 Undang-Undang Hukum perdata dapat
kita ketahui bahwa pada dasarnya pembayaran tidak perlu semata-mata ditujukan
kepada kreditor, dengan pengertian bahwa kreditor dapat setiap saat mengalihkan
piutangnya kepada pihak ketiga, menurut tata cara dan mekanisme yang
diperkenankan. Dalam konteks tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
hanya menentukan bahwa selama dan sepanjang kreditor telah memperoleh
mamfaat dari (pembayaran) piutang tersebut. Jika kita simak lebih lanjut
ketentuan selanjutnya, yaitu yang diatur dalam pasal 1386 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang secara lengkapnya berbunyi :
“Pembayaran dengan itikad baik dilakukan kepada seorang yang memegang
surat piutang adalah sah, juga bila piutang tersebut karena suatu hukuman
untuk menyerahkannya kepada orang lain, diambil dan penguasaan orang
itu.”
Dengan rumusan yang demikian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
memberikan kedudukan yang berimbang bagi debitor yang beritikad baik, yang
telah melakukan pelunasan atas surat piutang yang diajukan kepadanya. Dalam
hal ini tentu perlu diperhatikan sifat dari piutang tersebut, yang dalam konteks
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ini, menurut hemat peneliti, adalah piutang atas tunjuk dan piutang kepada
pembawa yang secara fisik yang terwujud dalam surat piutang. Jika dibaca lebih
lanjut ketetentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu yang
diatur dalam Pasal 100 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk
wesel, Pasal 174 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk surat
sanggup, dan pasal 178 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk
cek yang memuat ketentuan pembayaran secara tidak bersyarat atas sejumlah
uang tertentu.
Sehubungan dengan pembayaran surat-surat piutang, dalam ketentuan
pasal 46 dan pasal 47 Undang-Undang Kepailitan menentukan sebagai berikut:
Pasal 46
“Pembayaran suatu utang yang dapat ditagih oleh debitor, hanyalah dapat
dimintakan pembatalannya, apabila dibuktikan bahwa pihak penerima
pembayaran mengetahui bahwa  pernyataan pailitnya debitor sudah
dimintakan atau pelaporan untuk itu telah di masukkan, maupun apabila
pembayaran tersebut adalah akibat suatu perundingan antara debitor dan
kreditor, yang dimaksudkan untuk, dengan memberikan pembayaran itu,
memberikan keuntungan kepada yang terakhir yang melebihi kreditor
lainnya”.
Pasal 47
1. “Berdasarkan pasal yang lalu tidak dapat dilakukan penagihan kembali
dari seorang pemegang surat perintah pembyaran atau surat pembyaran
atas tunjuk yang karena hubungan hukum pemegang-pemegangnya dahulu
diwajibkan menerima pembayaran”.
2. “Dalam hal ini maka dialah yang untuk kepentingannya surat tadi
dikeluarkan diwajibkan mengembalikan kepada harta pailit, jumlah yang
telah dibayar oleh debitor manakala dibuktikan bahwa sewaktu surat tadi
dikeluarkan sebagai disebutkan dalam pasal yang lalu maupun
diketahuinya bahwa pengeluaran surat tadi adalah akibat dari suatu
perundingan sebagai dimaksud dalam pasal tersebut”.
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Dari rumusan yang diberikan dalam ketentuan tersebut dapat kita lihat
bahwa pihak ketiga yang beritikad baik, yang memperoleh surat piutang tersebut
karena suatu alas hak yang sah tetap dilindungi oleh hukum. Dalam hal yang
demikian, maka pihak terhadap siapa kepentingan surat piutang tersebut telah
dikeluarkan, yang telah memperoleh keuntungan dengan dikeluarkannya surat
piutang tersebutlah yang harus bertanggung jawab.
Selanjutnya sehubungan dengan kreditor yang tidak cakap, hal ini harus
sejalan dengan persyaratan sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :
“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang terlarang. “
Sehubungan dengan kecakapan untuk membuat perjanjian yang membawa
akibat dapat dibatalkannya perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap,
dapat dilihat ketentuan dalam pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tentang kebatalan dan pembatalan perikatan yang berbunyi:
“Semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, atau orang-orang
yang berada di bawah pengampunan adalah batal demi hukum, dan atas
tuntutan yang diajukan oleh atau dari  pihak mereka, harus dinyatakan batal,
semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau  pengampunannya. Perikatan
yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum
dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui
batas kekuasaan mereka”.
Sejalan dengan pernyataan”dapat dibatalkan” tersebut, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata memberikan keleluasan, bahwa selama perjanjian yang
melahirkan perikatan tersebut ternyata memberikan mamfaat bagi pihak yang
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tidak cakap tersebut, Pasal 1387 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyatakan:
“Pembayaran yang dilakukan kepada kreditor, jika ia tidak cakap untuk
menerimanya adalah  tidak sah, melainkan sekedar debitor membuktikan
bahwa kreditor sungguh-sungguh mendapat mamfaat dari pembayaran itu”.
Dalam hal ini, debitor yang melakukan pemenuhan perikatan atau
pembayaran wajib untuk membuktikan bahwa memang pemenuhan perikatan atau
pembayaran yang telah dilakukan tersebut telah membawa mamfaat bagi kreditor
yang tidak cakap. Menurut hemat penulis, pembuktian tersebut dapat dilakukan
dengan memperhatikan apakah perikatan yang telah dipenuhi oleh debitor tersebut
masih ternyata dalam harta kekayaan kreditor yang tidak cakap tersebut,
mengingat bahwa setiap pemenuhan perikatan pasti akan meningkatkan harta
kekayaan seseorang (secara positif). Dalam hal kepailitan, mamfaat pembayaran
adalah seperti yang ditentukan dalam pasal 51 Undang-Undang Kepailitan yang
berbunyi sebagai berikut:
1. “Setiap orang yang sesudah diucapkannya pernyataan pailit tetapi sebelum
pernyataan itu diumumkan membayar kepada debitor pailit untuk
memenuhi perikatan-perikatan yang terbit sebelum pernyataan pailit
dibebaskan bahwa ia mengetahui akan pernyataan pailit itu”.
2. “Pembayaran sebagimana dimaksudkan dalam ayat yang lalu yang
dilakukan sesudah pernyataan pailit diumumkan tidak membebaskan
terhadap harta pailit melainkan apabila pihak yang melakukannya
membuktikan bahwa pernyataan pailit tersebut dengan jalan pengumuman
menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya,
dengan tidak mengurangi hak Kurator untuk membuktikan bahwa
pernyataan pailit itu sesungguhnya memang diketahui oleh orang
tersebut”.
3. “Setidak-tidaknya pembayaran yang dilakukan kepada debitor pailit,
membebaskan debitor terhadap harta pailit sekedar apa yang dibayarkan
tersebut menguntungkan harta pailit”.
Dengan demikian jelaslah bahwa keuntungan harta pailit menjadi ukuran
mamfaat bagi debitor pailit. Dalam hal ternyata harta pailit tidak telah
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memperoleh keuntungan dari pembayaran yang dilakukan tersebut, maka Kurator
berhak untuk menagih dan menuntut kembali dari debitor yang tidak telah
melakukan pembayaran semestinya.
Pasal 1388 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:
“Pembayaran yang dilakukan oleh seorang debitor kepada seorang kreditur,
meskipun telah dilakukan penyitaan atau suatu perlawanan, adalah tak sah
bagi para kreditur yang telah melakukan penyitaan atau perlawanan mereka
berdasarkan  oleh pihak ketiga adalah tak sah  terhadap pihak ketiga
(kreditor) yang telah melakukan penyitaan atau perlawanan mereka ini
berdasarkan hak mereka dapat memaksa debitur untuk membayar sekali
lagi tanpa mengurangi hak debitur dalam hal yang demikian untuk menagih
kembali dan kreditur yang bersangkutan”.
Dengan ketentuan ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bermaksud
menjelaskan, bahwa pada dasarnya kepentingan dari pihak ketiga yang bertikad
baik harus melindungi, yang dalam hal ini adalah kreditor dari kreditor debitor.
Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan dalam contoh sebagai berikut:
“A memiliki kewajiban untuk membayar kepada B uang sejumlah Rp
500.000.000,- berdasarkan pada suatu perikatan tertentu. Pada sisi lain B memiliki
kewajiban yang jumlahnya sama kepada C, yaitu kewajiban untuk membayar
utang sebesar Rp 500.000.000,-. Untuk keperluan penjaminan pelunasan
kewajiban oleh C atas harta kekayaan B, yang dalam hal ini meliputi tagihan B
kepada A sebesar Rp 500.000.000,- tersebut. Atas penyitaan yang dilakukan atas
permintaan C terhadap harta kekayaan B, yang meliputi tagihan B kepada A
sebesar Rp 500.000.000,- tersebut, maka pembayaran yang dilakukan oleh A
kepada B selama penyitaan berlangsung tidak berlaku bagi C. Dalam hal yang
demikian, C dapat memaksa A untuk melakukan pemenuhan perikatan atau
pembayaran uang sebesar Rp 500.000.000,- tersebut kepada C, dengan tidak
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mengurangi hak A untuk menuntut kembali pembayaran sejumlah Rp
500.000.000,- dari B.”1
B. Hapusnya Fidusia
Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan Fidusia oleh hukum
dianggap telah dihapus. Kejadian-kejadian tersebut adalah sebagi berikut:
1. Hapusnya utang yang dijamin oleh Jaminan Fidusia.
2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia.
3. Musnahnya benda menjadi Jaminan Fidusia.
Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang di jamin oleh fidusia
adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian Jaminan Fidusia yang
merupakan perjanjian ikutan (assessoir). Yakni assesoir terhadap perjanjian
pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Jadi, jika perjanjian utang piutang,
atau piutangnya lenyap karena alasan apa pun, maka Jaminan Fidusia sebagai
ikutannya juga ikut menjadi lenyap.
Sementara itu, hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan
Fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, memgingat pihak penerima fidusia
sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau
melepaskan haknya itu.
Dana hausnya fidusia akibat musnahnya barang Jaminan Fidusia tentunya
juga wajar, mengingat tidak mungkin ada mamfaat lagi fidusia itu dipertahankan
jika barang Objek Jaminna Fidusia tersebut sudah tidak ada. Hanya saja dalam hal
ini, jika ada pembayaran asuransi atau musnahnya barang tersebut menjadi haknya
1 Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, Hapusnya Perikatan. (Jakarta: PT.RajaGrafindo
Persada, 2003), h. 48
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pihak penerima fidusia (lihatpasal 25 ayat (2) Undang-UndangFidusiaNomor 42
tahun 1999).
Ada prosedur tertentu yang harus ditempuh mana kala suatu jaminan
fidusia hapus. Yakni harus dicoret pencatatan Jaminan Fidusia di Kantor
Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya, Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat
keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan
dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, jaminan fidusia tersebut dicoret dari
Buku Daftar Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia.2
C. Perjanjian Hanya Berlaku di Antara Pihak Yang Membuatnya
Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-undang HukumPerdata menyatakan
bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang
membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat
berlakunya ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi para
pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi
kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian
hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata. Dalam hal terdapat
seorang pihak ketiga yang kemudian melaksanakan kewajibannya tersebut kepada
kreditor, maka ini tidak berarti debitor dilepaskan atau dibebaskan dari
kewajibannya tersebut. Pihak ketiga yang melakukan pemenuhan kewajiban
debitor, demi hukum diberikan hak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban
debitor (yang telah dipenuhi oleh pihak ketiga tersebut kepada kreditor) dari
debitor. Demikianlah Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
merumuskan:
2 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.
125
45
“subrogasi atau penggantian hak-hak kreditor oleh seorang pihak ketiga
yang membayar kepada kreditor itu, terjadi, baik dengan perjanjian, maupun demi
undang-undang”.
Dengan demikian jelaslah bahwa prestasi yang dibebankan oleh Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata bersifat personal dan tidak dapat dialihkan
dengan begitu saja. Semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah (yaitu yang
memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata ) akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat dan melahirkan perikatan
bagi para pihak dalam perjanjian.
Sebagai konsekuensi dari asas  personalia ini, yang hanya mengikat
diantara para pihak yang membuatnya, dan khususnya kewajiban debitor yang
senantiasa melekat pada dirinya pribadi hingga ia dibebaskan, pasal 1338 ayat (2)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa :
“perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alas an-alasan yang oleh undang-
undang dinyalakan cukup untuk itu”.
Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh
para pihak tidak boleh diubah oleh siapa pun juga, kecuali jika hal tersebut
memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak, ataupun ditentukan
demikian oleh Undang-Undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau
peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu.
Misalnya dalam hal subrogasi, yang diatur dalam Pasal 1400 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata , sebagaimana dijelaskan di muka, pembayaran
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oleh seorang pihak ketiga memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut untuk
menggantikan kedudukan Kreditor asal dalam suatu perjanjian. Subrogasi apa saja
yang diperkenankan dapat dilihat dalam rumusan pasal 1401 dan pasal 1402 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.3
D. Hak dan Kewajiban Kreditur
Seperti diungkapkan diatas bahwa syarat sahnya gadai adalah benda yang
digadaikan ditarik dari kekuasaan pemberi gadai/debitur dn kemudian berada
dalam kekuasaan pemegang gadai/kreditur. Karena benda yang digadaikan itu
berada dalam kekuasaan kreditur sebagai pemegang gadi maka menimbulkan hak
dan kewajiban dari kreditur sebagai pemegang gadai. Hak dan kewajiban
pemegang gadai yaitu:
Hak Pemegang Gadai :
1. Keditur pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual benda
yang digadaikan bila debitur cidera janji, hasil penjualan digunakan
untuk melunasi hutang debitur. Jika terdapat kelebihan maka
dikembalikan kepada debitur tetapi jika hasil penjualan tidak bisa
melunasi hutangnya, kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab
debitur.
2. Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk mendapatkan
penggantian biaya telah dikeluarkan guna menyelamatkan benda
yang digadaikan.
Kewajiban Kreditur/pemegang gadai:
3 Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 165
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1. Kreditur sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban untuk
menanggung hilangnya atau merosotnya nilai atas benda yang
digadaikan jika itu terjadi akibat kesalahan Kreditur.
2. Kreditur sebagai pemegang gadai tidak boleh menggunakan benda
yang digadaikan untuk kepentingan Kreditur. Jika Kreditur sebagai
pemegang gadai menyalahgunakan wewenang maka pemberi gadai
berhak meminta benda itu kembali.4
Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perubahan
Pasal 7
1. Dalam hal perlu diadakan perubahan pada sertifikat Jaminan Fidusia maka
Penerima Fidusia , kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan
pendaftaran perubahan kepada Menteri.
2. Permohonan pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan
melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku juga bagi
permohonan pendaftaran perubahan hal-hal yang tercantum dalam
Sertifikat Jaminan Fidusia.
4. Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilampiri pernyataan
perubahan kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan
tanggal pencatatan permohonan pendaftaran perubahan.
Pencoretan Pendaftaran
4 Sutarno, Aspek-Aspek hukum Penkreditan Pada bank. (Bandung: Alfabeta CV, 2005),
h. 233
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Pasal 8
1. Dalam hal Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya wajib
memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia
kepada Kantor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan
Fidusia yang bersangkutan.
2. Pemberitahuan bagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dilampiri dengan
dokumen pendukung tentang Hapusnya Jaminan Fidusia.
Pasal 9
1. Dengan diterimanya surat pemberitahuan sebagimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1). Kantor pada saat yang sama mencoret pencatatan Jaminan
Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
2. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan Jaminan Fidusia dari
Buku Daftar Fidusia. Kantor menerbitkan surat keterangan yang
menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku
lagi dan mencoret sertifikat yang bersangkutan.
Sertifikat Pengganti
Pasal 10
1. Dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang. Penerima Fidusia ,
kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada
Menteri.
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2. Permohonan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilakukan secara
tertulis dalam bahsa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan
kelengkapan data yang diperlukan.
3. Sertifikat pengganti sebagimana dimaksud dalam ayat (2) diberi nomor
dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal sertifikat yang rusak
atau hilang.
4. Penyerahan sertifikat pengganti sebagaimana dimkasud dengan ayat (3)
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan
permohonan sertifikat pengganti
BAB III
BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
Pasal 11
Pembuatan serta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan
berdasarkan kategori sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan
pemerintah ini
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
1. Akta Jaminan Fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000
dapat didaftarkan paling lambat 90 hari terhitung sejak Kantor dibentuk
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
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2. Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
didaftarkan setelah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan
pelaksanaannya.
3. Ketentuan mengenai kewajiban penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) tidak termasuk kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia dengan
akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
4. Bagi akta Jaminan Fidusia yang dibuat setelah tanggal 30 September tahun
2000 berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.
Pasal 13
Kantor sebagaimana dimaksud dengan pasal 12 ayat (1) berada Direktorat
Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia.
Pasal 14
Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.5
E. Klausul Perjanjian Kredit
Definisi-definisi
5 Yudha Pandu, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jaminan Fidusia & Hak
Tanggungan. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008), h. 27
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Bagian ini sangat penting terutama bagian perjanjian kredit yang bernilai
besar. Istilah penting yang sangat digunakan dalam perjanjian disebutkan dan
diterangkan di bagian ini. Persisnya isi bagian definisi ini sangat bervariasi dari
satu kontrak kredit lainnya.
Pinjaman yang diberikan
Pada bagian ini dijelaskan tentang besarnya pinjaman atau besarnya
maksimun pinjaman, tujuan penggunaannya uang pinjaman, metode penarikan
pinjaman oleh debitur, pembayaran kembali pinjaman sebelum waktu
(repayment), besarnya bunga dan lain sebagainya.
Biaya-biaya
Dalam bagian ini ditunjukkan biaya-biaya apa yang mesti dikeluarkan,
siapa yang mengeluarkannya baik berupa fee tertentu maupun hanya sebagai kost
saja.
Representasi dan waransi (representation & warranties)
Pada bagian ini pihak debitur menjamin kebenaran dan keabsahan dari
beberapa corporate action, dokumen dan hal-hal lainnya.
Affirmative covenants
Bagian ini sering juga disebut dengan “ketentuan afirmasi” (affirmative
covenants) berisikan hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur selama
berlangsungnya kontrak kredit.
Neative covenants
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Bagian ini berisi larangan-larangan bagi debitur selama berlangsungnya
perjanjian kredit, misalnya larangan untuk membuat hutang baru, kecuali dalam
keadaan ordinary cause of business, atau larangan untuk menjadikan asset
perusahaan sebagai jaminan utang untuk utang-utang lain.
Jaminan utang
Pada bagian ini biasanya diatur jenis-jenis jaminan hutang yang diberikan
oleh debitur untuk kredit yang bersangkutan, namun tentang rincian dari masing-
masing jaminan hutang tersebut draft dokumen jaminan utang diperinci dalam
bagian lampiran perjanjian kredit yang bersangkutan.
Condition presedent
Dalam bagian ini ditentuan hal-hal atau syarat-syarat apa saja yang
dipenuhi oleh debitur sebelum pemberian pinjaman direalisasi. Syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh debitur, antara lain hal-hal yang disebutkan dalam bagian
representasi dan waransi, tidak boleh terjadi apa yang oleh perjanjian kredit yang
bersangkutan dikategorikan sebagai kejadian-kejadian yang merupakan
wanprestasi (event of default)
Event of default
Seperti perjanjian lainnya biasa diperinci hal-hal yang bila dilakukan oleh
salah satu pihak, maka dikatakan wanprestasi dan menyebabkan pihak lain dapat
memutuskan perjanjian tersebut. Hal-hal atau kejadian inilah yang disebut dengan
istilah event of default antara lain wanpresasi pembayaran (payment default),
wanprestasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang (covenant default),
wanprestasi karena perijinan (approval default), wanprestasi karena kuasa hukum
(judgement default), dan lain-lain.
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Di dalam formulir surat perjanjian kredit yang disediakan oleh bank
biasanya terdapat klausula-klausula sebagai berikut:
1. Klausula pemutusan kredit sewaktu-waktu
Dalam klausula ini biasanya terdapat kata-kata sebagai berikut:
Bank sewaktu-waktu tanpa harus memperhatikan suatu jangka waktu
tertentu dapat mengakhiri perjanjian ini. Semua hutang pemegang rekening
berdasarkan perjanjian ini yang menurut pembukuan bank telah berjalan beberapa
waktu dapat ditagih dengan segera
Apabila bank kemudian terpaksa harus melaksanakan klausula tersebut
maka waktunya (timing) harus dipilih waktu yang paling tepat sehingga
menguntungkan bagi bank. Klausula ini biasanya dipergunakan oleh bank dalam
keadaan-keadaan tertentu.
Pelaksanaan klausula ini diperkuat dengan adanya aksep atas tunjuk dari
debitur, yang dibuat dan ditanda tangani bersamaan dengan penanda tanganan
surat perjanjian kredit.
2. Klausula Pengecualian
Dalam klausula ini dicantumkan bahwa debitur diwajibkan untuk
menggunakan jasa-jasa bank dimana ia mendapat kredit dalam melakukan
transaksi keuangannya.
3. Klausula Kepastian
Tujuan daripada klausula kepastian ialah agar adanya kepastian bagi bank
untuk menerima kembali pembayaran daripada kredit yang telah diberikannya.
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Dalam klausula ini biasanya terdapat kata-kata sebagai berikut:
Untuk menambah jaminan dan kepastian tentang pembayaran kembali
yang sepatutnya jumlah kredit yang dipergunakan dan pelunasan yang seksama
daripada bunga dan biaya lainnya yang timbul dari perjanjian ini, maka pemegang
rekening sebelum mempergunakan kredit ini harus menyerahkannya jaminan
kebendaan dengan segala pembebasan yang bagaimanapun sifatnya kepada bank,
untuk sama berlaku akta6
6 H.A. Chalik, - Marhainis Abdul Hay, Beberapa Segi Hukum Di Bidang Perkreditan,
Yayasan Pembinaan Keluarga UPN (Jakarta: Veteran 1982), h 187
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia
Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UUJF
mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan
memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun
kepada pihak ketiga.
Menurut Pasal 1 angka 6 UUJF disebutkan "Penerima Fidusia adalah
orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dan pembayarannya
dijamin dengan jaminan fidusia"
Konsep di atas menteriemahkan bahwa seseorang, atau korporasi yang
menjadi penerima fidusia disyaratkan memiliki suatu hubungan hukum berupa
piutang yang dimiliki terhadap atau merupakan tanggngjawab dari pemberi
fidusia, terhadap piutang tersebut penerima fidusia menerima suatu benda
jaminan. Masalah-Masalah yang mungkin timbul dalam pembebanan
dan pendaftaran terhadap kreditur :
a. Dalam sebuah jaminan fidusia pada dasarnya telah terjadi pemindahan hak
milik. Dalam praktek sehari - hari maka segala bentuk kepemilikan harus
dimasukkan dalam neraca laba rugi suatu perusahaan. Ketentuan mengenai
pengalihan hak ini dapat menyulitkan para kreditor, karena apabila benda
jaminan tersebut tidak dimasukkan dalam daftar neraca perusahaan dapat
dianggap sebagai suatu penggelapan, namun apabila dimasukkan dalam suatu
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daftar neraca perusahaan, maka harus setalu dijelaskan pada tahun buku
sesudahnya tentang asset perusahaan yang dikeluarkan dari neraca.
b. Hal lain yang menjadi masalah bagi kreditur adalah ; di dalam pelaksanaan
perjanjian. jaminan fidusia. meskipun akta pembebanan jaminan fidusia
diselenggarakan dengan. Akta notariil yang melahirkan eksekutorial akta, serta
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang menyebabkan penerimaan
fidusia menjadi kreditur preferen, namun dalam pelaksanaannya, eksekusi
terhadap obyek jaminan tidak diatur secara tegas, sehingga penerima fidusia
kesulitan melakukan eksekusi. Sering dalam kasus-kasus serupa ini terpaksa.
Jalan damai ditempuh, yang berarti sifat dari sertifikat jaminan fidusia
dinomorduakan.1
Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan
debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk
memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah
didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat
ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun
ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia
(yang dalam Pasal 13ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran
Fidusia) dan mengikat pihak ketiga.
Deskripsi di atas terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan
fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang
jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi
1 Rully Akbar, Skripsi 2005
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perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi
pemberi jaminan fidak akan menyebabkan benda jaminan dengan UUJF adalah
diberikannya hak preferent atas piutangnya, dan berlakunya asas droit de suite
atas benda jaminan,bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan
fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.
Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11
UUJF. Dengan adanya pendaftaran tersebut, UUJF memenuhi asas publisitas yang
merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan
tersebut.dibuat dengan tujuan bahwa benda yang, dijadikan obyek benar-benar
merupakan barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia sehingga kalau ada
pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya
melalui pengumuman tersebut. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada
Kantor Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas2
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dimana untuk
pertama kalinya, kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup
seluruh wilayah negara RI. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam
UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF: “Fidusia tetap mengikuti Benda yang
menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada,
kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan
yang menjadi objek Jaminan Fidusia".
Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan
dan berlaku terhadapnya asas droit de suite, kecuali pengalihan atas benda
2 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000). h. 126
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persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga
dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) :
Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak
merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu
dan Penerima Fidusia".  Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUJF
“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan
atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika
hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan
fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)" Atas segala
tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena
kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagamana dimaksud dalam Pasal 24
UUJF :“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau
kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang
timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan
pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".3
Penulis telah melakukan penelitian terhadap peraturan yang berkaitan
dengan permasalahan diatas dan tidak ada satu pun peraturan perundang-
3 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2001). h. 56
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undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum secara tegas terhadap
pemberi fidusia yang obyek fidusianya dijaminkan oleh penerima fidusia kepada
pihak lain dalam perjanjian penjaminan. Bahkan Undang-Undang mengenai
Jaminan Fidusia pun tidak mengatur tentang perlindungan hukum tersebut. Hal ini
disebabkan karena pembuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini tidak
melihat adanya potensi terjadi permasalahan seperti ini di kalangan masyarakat
yang bertindak sebagai subyek-subyek perjanjian dengan menggunakan jaminan
fidusia, dan di dalam Undang-Undang Fidusia sudah dituliskan bahwa obyek
jaminan fidusia tidak boleh difidusia ulang dalam perjanjian penjaminan yang
lain.
Tetapi ketika dilihat dari pendapat para ahli dan asas hukum jaminan
fidusia, terdapat suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur
(Pemberi Fidusia) yang obyek fidusianya dijaminkan oleh kreditur (Pemegang
Fidusia) kepada pihak lain dalam perjanjian penjaminan lainnya. Perlindungan
hukum tersebut diberikan dengan adanya pembatasan hak kepemilikan yang
dimiliki oleh kreditur dalam fidusianya dijaminkan oleh penerima fidusia kepada
pihak lain dalam perjanjian penjaminan. Bahkan Undang-Undang mengenai
Jaminan Fidusia pun tidak mengatur tentang perlindungan hukum tersebut. Hal ini
disebabkan karena pembuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini tidak
melihat adanya potensi terjadi permasalahan seperti ini di  kalangan masyarakat
yang bertindak sebagai subyek-subyek perjanjian dengan menggunakan jaminan
fidusia, dan di dalam Undang-Undang Fidusia sudah dituliskan bahwa obyek
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jaminan fidusia tidak boleh difidusia ulang dalam perjanjian penjaminan yang
lain.
Tetapi ketika dilihat dari pendapat para ahli dan asas hukum jaminan
fidusia, terdapat suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur
(Pemberi Fidusia) yang obyek fidusianya dijaminkan oleh kreditur (Pemegang
Fidusia) kepada pihak lain dalam perjanjian penjaminan lainnya. Perlindungan
hukum tersebut diberikan dengan adanya pembatasan hak kepemilikan yang
dimiliki oleh kreditur.
B. Proses Pelaksanaan Pemenuhan Piutang Kreditur Fidusia
Hubungan hutang piutang dalam dunia usaha tidak luput pula dari adanya
friksi, namun setiap friksi senantiasa diupayakan untuk diselesaikan melalui
musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka
penyelesaian melalui badan peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat
ditempuh. Pengadilan niaga merupakan badan peradilan negara yang
dipergunakan untuk mnyelesaikan sengeta atau para pelaku usaha khususnya
masalah yang berkaitan dengan utang piutang yang bukan karena wanprestasi.
Cara penyelesaian atau penagihan hutang piutang yang dibenarkan
menurut hukum 4:
1. Peneguran debitur secara baik,baik dengan lisan, baik secara musyawarah
untuk mufakat ataupun mediasi penyelesaian.
2. Surat somasi atau surat teguran.
3. Pemberitahuan kepada keluarganya akan sanksi hutang secara perdata dan
pidana jika debitur sulit ditagih.
4. Memperbaharui perjanjian hutang.
5. Gugatan ke pengadilan
4 Satrio J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2001). h. 78
61
Berdasarkan hasil wawancara, dikatakan bahwa tidak mungkin ada
seorang kreditur (Penerima Fidusia) yang dapat menjadi debitur (Pemberi Fidusia)
dalam perjanjian penjaminan lain yang menggunakan obyek jaminan yang sama
dengan perjanjian penjaminan sebelumnya yang telah didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Fidusia5.  Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kreditur tidak
dapat menjadi debitur dalam perjanjian penjaminan lainnya karena tidak mungkin
seorang kreditur membutuhkan uang sehingga berhutang kepada pihak lain lagi,
karena jika hal ini terjadi maka akan menunjukkan bahwa kreditur tersebut tidak
layak menjadi kreditur dikarenakan tidak memiliki cukup uang Dari penjelasan
narasumber di atas, dapat dilihat juga bahwa permasalahan seperti yang
diilustrasikan oleh penulis diatas dapat terjadi hanya jika jaminan fidusia yang
dilakukan oleh kreditur B dengan kreditur C tidak didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Fidusia.
Terjadinya perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan seperti dikatakan
penulis sebelumnya akan berpengaruh dengan eksekusi obyek jaminan jika
kreditur B ternyata tidak dapat memenuhi prestasinya dengan baik. Jika ternyata
di kemudian hari kreditur B tidak dapat memenuhi prestasinya dengan baik
terhadap kreditur C, sedangkan debitur A dapat memenuhi prestasinya dengan
baik, maka obyek jaminan tersebut diberikan kembali kepada pemilik sebenarnya
yaitu debitur A karena debitur tersebutlah yang memiliki kekuatan eksekutorial
dalam perjanjiannya. Jika kreditur B ternyata tidak dapat memenuhi prestasinya,
5 Sulfika, staff Marketing BRI Unit Banyorang, Wawancara, Bantaeng 06 agustus 2018
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maka kreditur C tidak dapat menerima eksekusi atas obyek jaminan karena
perjanjian penjaminan yang dilakukannya tidak didaftarkan. Ketika kreditur C
ingin menuntut haknya harus dipenuhi dengan eksekusi obyek jaminan, maka
harus melalui pengadilan negeri dan tidak diperkenankan untuk melakukan
eksekusi dengan paksa terhadap obyek jaminan fidusia tersebut.
Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan juga dapat melanggar asas hukum
dari jaminan fidusia itu sendiri. Asas yang dilanggar adalah asas publikasi, dimana
mendaftarkan benda jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia menjadi suatu
keharusan yang harus dilakukan oleh para pihak yang terlibat didalamnya. Asas
ini harus dipatuhi karena merupakan pedoman yang bersifat mutlak untuk
melakukan suatu perjanjian dengan jaminan fidusia dan berguna untuk memberi
perlindungan bagi para pihak. Jika asas ini dilanggar maka tidak akan lahir suatu
jaminan fidusia karena pada hakikatnya jaminan fidusia akan lahir atas suatu
benda jaminan setelah ada sertifikat fidusia yang muncul setelah benda tersebut
didaftarkan sebagai obyek jaminan fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum,
Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani
dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.6
Menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman, dengan pendaftaran fidusia
maka jaminan fidusia mendapatkan karakter sebagai “hak barang” dan tidak lagi
sebagai kesepakatan sehingga jaminan fidusia membawa prinsipprinsip antara lain
menjamin hak berikut barang, memiliki posisi utama dalam kaitannya dengan
6 Satrio J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2001). h. 78
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kreditur lainnya, dan jaminan tidak termasuk dalam aset bangkrut jika debitur
diputuskan bangkrut. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan
pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, dimana pencatatan ini
dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. Ini berarti tidak ada jaminan fidusia
tanpa dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan
penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Jaminan Fidusia memang bersifat
accesoir yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, tetapi
Jaminan Fidusia tidak akan lahir jika tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran
Fidusia.
Perjanjian pokok yang dimaksud adalah perjanjian berupa perjanjian
pinjam meminjam atau perjanjian utangpiutang. Jaminan Fidusia yang muncul
hanya karena adanya perjanjian pokok tidak dapat disebut lahir sepenuhnya jika
tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap perjanjian
penjaminan yang dilakukan oleh kreditur B dan kreditur C harus dilakukan
peninjauan terlebih dulu, apakah perjanjian tersebut bertentangan dengan asas-
asas umum perjanjian atau tidak. Asas merupakan suatu dasar acuan dalam
membuat suatu perjanjian yang harus dipatuhi oleh para pihak dalam perjanjian
tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini asas-asas umum perjanjian tidak boleh
dikesampingkan. Jika dilihat dari permasalahan di atas, maka terdapat
pelanggaran terhadap beberapa asasasas umum dari suatu perjanjian.
Asas yang dilanggar dalam perjanjian antara Kreditur B dan Kreditur C
adalah asas etiket baik. Perjanjian antara kreditur B dan kreditur C dibuat dibuat
tidak dengan adanya etiket baik dari diri kreditur B, karena kreditur B
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menjaminkan obyek jaminan fidusia dalam perjanjiannya dengan debitur A,
kepada kreditur C. Dalam hal ini kreditur B dikatakan tidak jujur karena
menjadikan obyek jaminan yang masih dalam penguasaan debitur A sebagai
obyek jaminan fidusia dalam perjanjian penjaminan yang lainnya tanpa
sepengetahuan dan tanpa izin dari debitur A. Jika debitur A mengetahui bahwa
obyek jaminannya dipakai sebagai obyek jaminan fidusia dalam perjanjian
penjaminan lainnya oleh kreditur B, maka debitur A pasti tidak akan memberi izin
untuk hal itu karena dapat merugikan debitur A ketika terjadi masalah hukum
seperti yang penulis ilustrasikan di atas, sehingga dapat dilihat bahwa kreditur B
melakukan perjanjian dengan kreditur C secara diam-diam.
Terdapat etiket buruk dalam hal ini oleh kreditur B. Jika ditinjau lebih
jauh lagi, dapat ditemui bahwa kepemilikan kreditur (Penerima Fidusia) terhadap
obyek jaminan fidusia bukanlah kepemilikan yang sebenarnya karena tujuan dari
penyerahan kepemilikan atas obyek jaminan tersebut hanya untuk memberikan
jaminan saja oleh debitur, sehingga tidak memungkinkan adanya penjaminan
ulang atas suatu obyek fidusia yang sudah didaftarkan.
Hal ini sesuai dengan asas Pendakuan yang merupakan salah satu asas
hukum jaminan fidusia. Asas ini menjadi dasar bahwa kreditur tidak dapat
menjaminkan ulang benda jaminan fidusia dalam perjanjian penjaminan yang lain
karena benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh
kreditur sekalipun hal itu diperjanjikan, sehingga jika dimasukkan ke dalam
permasalahan yang diangkat oleh penulis ditemukan bahwa kreditur B dilarang
menjaminkan kembali benda jaminannya dengan debitur A kepada kreditur C
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karena kreditur B bukan pemilik sesungguhnya, hanya sebagai penerima jaminan
fidusia. Jika kita memandang jaminan fidusia sebagai jaminan yang sejenis
dengan gadai – gadai tanpa menguasai benda jaminannya – maka perikatan
penjaminannya adalah accesoir pada perikatan pokoknya, yaitu perikatan yang
pemenuhannya dijamin dengan fidusia tersebut, dengan konsekuensinya, benda
jaminan tak dapat dialihkan tanpa peralihan perikatan pokoknya. Lebih lanjut
maka cessie perikatan pokoknya, otomatis berakibat bahwa benda jaminan turut
beralih. Pitlo berpendapat, bahwa kreditur telah benar-benar menjadi pemilik,
tetapi dengan kewenangan sangat terbatas. Hak kebendaan kreditur atas benda
jaminan dibatasi dengan suatu perjanjian obligatoir, malahan dapat dikatakan
telah digerogoti besar sekali, sebab sebagai pemilik kreditur tidak diperkenankan:
1) Menjual
2) Menggadaikan lagi
3) Menukarkan
4) Bahkan tidak berhak memakainya.
Pembatasan-pembatasan tersebut berkaitan erat dengan maksud
penyerahan hak miliktersebut, yaitu sebagai jaminan saja, sehingga kalau debitur
melunasi hutang-hutangnya, maka kreditur wajib mengembalikannya. Itulah
sebabnya ada yang menafsirkan fidusia sebagai penyerahan hak milik dengan
syarat pembatasan Dari pendapat para ahli di atas dapat dilihat bahwa hak milik
kreditur atas obyek fidusia tidak dapat dikatakan sebagai hak milik penuh,
melainkan hak milik dengan pembatasan. Jika dimasukkan ke dalam masalah
66
yang diteliti oleh penulis, maka kreditur B tidak memiliki hak untuk menjaminkan
kembali obyek jaminan yang diberikan oleh debitur A dengan jenis jaminan
fidusia, karena dapat dilihat di atas mengenai batasanbatasan kepemilikan yang
dimiliki oleh seorang kreditur dalam suatu perjanjian dengan jaminan fidusia.
Kreditur B dalam hal ini tidak menjadi pemilik sepenuhnya yang memiliki benda
jaminan tersebut, sehingga kreditur B tidak diperbolehkan untuk mennjaminkan
kembali obyek jaminan tersebut kepada kreditur C.
Jika hal itu terjadi dan dikaitkan dengan pembatasanpembatasan di atas,
maka perjanjian penjaminan yang dilakukan oleh kreditur B dan kreditur C
dianggap tidak sah karena benda yang dijadikan obyek jaminan dalam hal ini
bukan bagian dari harta kekayaan kreditur B yang bertindak sebagai debitur. Jika
kreditur B sangat membutuhkan uang dan ingin melakukan perjanjian utang-
piutang dengan pihak lain sementara masih ada perjanjian penjaminan dengan
debitur A, maka kreditur B harus memakai benda lainnya yang merupakan bagian
dari harta kekayaannya sendiri sebagai benda jaminannya.
Penulis telah melakukan penelitian terhadap peraturan yang berkaitan
dengan permasalahan diatas dan tidak ada satu pun peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum secara tegas terhadap
pemberi fidusia yang obyek fidusianya dijaminkan oleh penerima fidusia kepada
pihak lain dalam perjanjian penjaminan. Bahkan Undang-Undang mengenai
Jaminan Fidusia pun tidak mengatur tentang perlindungan hukum tersebut.
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Hal ini disebabkan karena pembuat peraturan yang berkaitan dengan
masalah ini tidak melihat adanya potensi terjadi permasalahan seperti ini di
kalangan masyarakat yang bertindak sebagai subyek-subyek perjanjian dengan
menggunakan jaminan fidusia, dan di dalam Undang-Undang Fidusia sudah
dituliskan bahwa obyek jaminan fidusia tidak boleh difidusia ulang dalam
perjanjian penjaminan yang lain. Tetapi ketika dilihat dari pendapat para ahli dan
asas hukum jaminan fidusia, terdapat suatu perlindungan hukum yang diberikan
kepada debitur (Pemberi Fidusia) yang obyek fidusianya dijaminkan oleh kreditur
(Pemegang Fidusia) kepada pihak lain dalam perjanjian penjaminan lainnya.
Perlindungan hukum tersebut diberikan dengan adanya pembatasan hak
kepemilikan yang dimiliki oleh kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia
seperti yang telah diuraikan di atas sehingga kreditur tidak dapat seenaknya
melakukan penjaminan kembali atas obyek jaminan fidusia yang dipegangnya.
Pembatasan ini merupakan suatu perlindungan hukum kepada debitur yang
bersifat perlindungan hukum preventif karena pembatasan ini muncul sebelum
terjadi permasalahan seperti yang telah dipaparkan oleh penulis. Sesungguhnya
pembatasan terhadap hak kepemilikan kreditur atas obyek jaminan fidusia
dilakukan untuk melindungi debitur sehingga debitur akan tetap menjadi pemilik
sepenuhnya atas obyek jaminan fidusia tersebut dan haknya atas obyek jaminan
fidusia yang adalah benda miliknya itu menjadi tidak terganggu.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil analisis dan prmbahasan mengenai Perlindungan Hukum
Terhadap Kreditur Fidusia melalui tinjauan pustaka maka penulis dapat
menyimpulkan sebagai berikut:
Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk menciptakan perlindungan
terhadap kreditur maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus
didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia,
pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang
hanya dengan akta Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan
hak preferen terhadap kreditur penerima fidusia
Kedudukan kreditur penerima fidusia piutang adalah sebagai pemegang
jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya adalah
kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri (bersifat
terbatas), karena benda objek jaminan fidusia tersebut tidak berada langsung
dibawah kekuasaannya.
B. Implikasi Penelitian
.adanya   tinjauan lebih dalam lagi terhadap Undang-Undang Jaminan
Fidusia yang tidak memberi kewenangan kepada kreditur untuk menjaminkan
ulang objek fidusia karena kreditur bukan pemilik sebenarnya atas objek jaminan
fidusia.
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